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ABSTRAK

Tartila (06193111). Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi
Kemunculan Calon Kepala Daerah Perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2010. Pembimbing | Drs. Edi Indrizal, M.Si dan pembimbing Il
Indah Adi Putri, S.IP, M.IP.

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200&rgnPerubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembantdDaerah maka terbukalah

kesempatan bagi calon perseorangan untuk maju @ebalgn kepala daerah. Terbukanya
kesempatan bagi calon perseorangan untuk maju a&ekapgala daerah sayangnya tidak
diiringi dengan keberhasilan bagi calon perseonangéuk duduk sebagai kepala daerah. Hal
tersebut terjadi karena menjadi calon perseoratigaklah mudah. Walaupun demikian, hal

tersebut tidak menyurutkan para aktor politik untidtap memilih jalur perseorangan

sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Lima Puluta Kdimana terdapat 2 pasang calon
yang mencalonkan diri.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faky@ang melatar belakangi majunya calon
perseorangan serta hambatan dan pengalaman yaadapihcalon perseorangan ketika
mengikuti pemilukada di Kabupaten Lima Puluh KadAun 2010. Teori yang digunakan
adalah teori pilihan rasional. Metode yang digumakaalah metode penelitian kualitatif
dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Tekmkmilihan informan dilakukan secara
purposive dan snowball sampling. Informan penelitian adalah individu-individu yang
mencalonkan diri sebagai calon perseorangan padéys@da tahun 2010 di Kabupaten
Lima Puluh Kota. Teknik pengumpulan data denganavenara dan dokumentasi. Dan lokasi
penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktoang melatar belakangi majunya calon
perseorangan pada pemilukada tahun 2010 ad@defama, adanya keinginan untuk menjadi
kepala daeratKedua, tidak memiliki “kendaraan” partai untuk majketiga, menjadi calon
kepala daerah melalui partai politik biayanya tinggmentara maju melalui perseorangan
lebih murah Keempat, tingginya biaya dalam partai politik dirasakamrdag sesuai dengan
dukungan yang diberikan oleh partai politiKelima, adanya peluang undang-undang.
Keenam, dengan menjadi calon perseorangan elit polittkitelar dari keterikatan banyak
kepentingan. Dan terakhir, karena elit politik keldidukung oleh organisasi selain partai
politik.

Kata Kunci: calon perseorangan, pemilukada
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PENDAHULUAN

A. L atar Belakang

Tahun 2005 merupakan tahun dimana pertama kalksdifekannya Pemilihan
Umum Kepala Daerah (pemilukadaecara langsung baik di tingkat provinsi maupun di
kabupaten/kota. Pemilukada diwujudkan sebagai kepélaksanaan dari Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Petaban Daerah dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008atey Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah ddéhK#&pala Daeraf.

Pemilukada merupakan hal yang sangat penting dakmgembangan demokrasi.
Dengan adanya pemilukada rakyat dapat menggunak&nphblitiknya dalam memilih
pemimpin di daerah. Pemilukada merupakan wujudangaias pertanggung jawaban dan
akuntabilitas dimana seorang kepala daerah harymat dmempertanggung jawabkan
kepemimpinannya kepada rakyat yang memilih. Satairpemilukada dapat menciptakan
suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinesgiara pemerintahan dan rakyat
sehingga keserasian antara keduanya membawa pengang sangat menentukan bagi

tegaknya suatu pemerintahan yang demokiaflemilukada bertujuan untuk menjadikan

! Pelaksanaan pemilihan kepala daerah biasanyaalikemgan istilah pilkada. Saat ini, istilah pilkattlah
diganti menjadi pemilihan umum kepala daerah (pghaifla). Istilah tersebut resmi diubah berdasarlesil h
rapat kerja pihak KPU Kabupaten, KPU Provinsi, Kegp Kabupaten, Departemen Dalam Negeri dan KPU
pusat. Penggantian istilah pemilukada dilakukartarmpindahnya rezim pemilihan kepala daerah yamylse
masuk ke dalam rezim pemerintahan daerah (pemda)sekarang berubah masuk kedalam rezim pemilu.
Istilah pemilukada dapat dilihat dalam Peraturammiéd Pemilihan Umum Nomor 62 tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwadléteygaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.

2 Ahmad Nardir Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia (Jogjakarta, 2005), hal. 90-91.

3 Joko J. PrihatmokoPemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan Di
Indonesia (Yogyakarta, 2005), hal. 128-130.



pemerintahan daerah menjadi lebih demokrasi dedgaarikan hak kepada rakyat untuk
menentukan kepala daerah.

Sebelumnya, peraturan tentang pencalonan kepalahdaermuat dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaharrabaéalam Undang-Undang
tersebut, seorang calon kepala daerah hanya bigamedalui partai politik atau gabungan
partai politik. Selama undang-undang ini berlakartg politik menjadi satu-satunya alat
untuk masuk ke sistem perpolitikan, tidak terkeickalarena persaingan pemilukada dalam
memperebutkan kursi kepala pemerintahan. Sebagaidhatur dalam pasal 59 ayat (1) yang
berbunyi:

(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang
diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20@&nig Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ieatean Daerah maka terjadilah
perubahan. Salah satu perubahan yang dilakukaahadatuk maju sebagai calon kepala
daerah tidak hanya dengan diusulkan partai paiisu gabungan partai politik, namun juga
bisa mengikuti pemilukada sebagai calon perseorah§abagaimana tercantum dalam pasal
59 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sgumlah orang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembéant®aerah muncul karena

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-872Malam putusan Mahkamah

* Miriam Budiardjo.Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta, 2008), hal. 135.

® Wacana calon perseorangan muncul pertama kalicéhALatar belakang kemunculannya karena sejarah
sosio-politik Aceh yang begitu kompleks, sehinggaprintah pusat memberikan otoritas kepada Acetkunt
pemilihan kepala daerah melalui jalur perseoranBangesahan ini berdasarkan Undang-Undang No ltnTah
2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aceh merupakaraldgesrtama yang melaksanakan pemilihan Gubernur
dengan melibatkan calon perseorangan pada tahu@, 3@Mg menempatkan pasangan Irwandi Yusuf &
Muhammad Nazar, mantan anggota Gerakan Aceh Mer@&@k&1) sebagai Gubernur dan Wakilnya. Seiring
berjalannnya waktu banyak daerah lain juga menuh@ak yang sama yakni diperbolehkannya calon
perseorangan untuk ikut berpartisipasi dalam pharilikepala daerah. Tuntutan ini menemukan momeramn
ketika dikeluarkannya putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007



Konstitusi tersebut dinyatakan bahwa beberapa pas#ng-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah bertentangan denganghi¢hdang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Beberapa pasal dalam undadepg ini dianggap bertentangan
dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena hanya menkemempatan kepada partai politik
atau gabungan partai politik dan menutup hak ktwsstinal calon perseorangan dalam
pemilukada. Oleh sebab itu maka perlu diberikanugrey bagi calon perseorangan
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No@drahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tgfamerintahan Daerah.

Walaupun telah dibuka kesempatan bagi calon pemsgan untuk maju sebagai
calon kepala daerah, namun pada prakteknya meogdn kepala daerah perseorangan
tersebut bukanlah hal yang mudah. Banyak rintanygeny akan dilalui, sepertiPertama,
pasangan calon perseorangan harus memperoleh dukuwhgyi masyarakat, dukungan
tersebut harus tersebar di lebih dari 50% jumlatak®tan di kabupaten/kota dan dukungan
tersebut dibuat dalam bentuk surat dukungan yasegrtdi dengan fotocopy Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Tanda Pendydnl sesuai dengan peraturan
perundang-undangdnSyarat ini akan menjaring sejumlah bakal calon gEengan yang
akan maju menjadi calon. Jika berhasil memperolgtudgan yang disertai dengan tanda
bukti surat dukungan sebagaimana yang telah dkgarislalam undang-undang dan lolos
verifikasi’, maka ia berhak menjadi calon kepala daerah ddrabelipilih oleh masyarakat

dalam pemilukada. Sebaliknya jika gagal mengumpuldakungan yang disertai dengan

® Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No h@nT2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahareDdasal 59 ayat 2 poin (2b), (2d) dan (2e).

" Verifikasi adalah penelitian keabsahan surat pEaEan dukungan, fotocopy kartu tanda penduduk sigat
keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak addokangan ganda, tidak adanya pendukung yang telah
meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang suildk lagi menjadi penduduk di wilayah yang
bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidampunyai hak pilih. Lihat Penjelasan atas Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tenfgerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerabh.



tanda bukti surat dukungan, maka pasangan cal@eg@angan tidak akan lolos verifikasi
dan tidak berhak bersaing dalam pemilukada.

Kedua, adanya sanksi yang harus diterima jika pasangém gerseorangan atau
salah seorang diantara keduanya mengundurkan eteglak ditetapkan sebagai pasangan
calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten K@&anksi tersebut adalah calon
perseorangan tidak dapat mencalonkan diri atadogikan oleh partai politik dan gabungan
dari partai politik sebagai calon kepala daerah wakil kepala daerah untuk selamanya di
seluruh wilayah Republik Indonesia. Selain itu,ocalperseorangan tersebut juga harus
membayar denda sebesar dua puluh miliar rupiah.

Peraturan tersebut tentunya akan menjadi bahammpearigan yang serius bagi
pasangan calon perseorangan yang akan maju. Kgkan@aanti pasangan calon atau salah
seorang diantaranya berubah pikiran dan memutusikark mundur, maka ada sanksi yang
harus diterima.

Ketiga, kecilnya kemungkinan untuk dipilih masyarakatd®@&enyataannya setelah
pasangan calon perseorangan bersaing dengan pasealga yang diusung oleh partai
politik dalam pemilukada, calon perseorangan hangaperoleh suara sedikit dan bahkan
kebanyakan diantara mereka kalah dan mendapatkamahju suara paling rendah.
Sebagaimana yang terjadi juga pada pemilukada Ratlang pada tahun 2008. Pemilukada
di Kota Padang masih membuktikan bahwa partai ipdigrnyata masih mendominasi di
tengah masyarakat sehingga masyarakat masih memgperpilihannya terhadap partai
politik. Hal tersebut terbukti dimana dari 2 oracglon kepala daerah perseorangan yang
bertarung dalam pemilukada di Kota Padang keduargradapatkan jumlah perolehan suara

paling sedikit’

8 Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Redudiinesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tgiamerintahan Daerah pasal 62 ayat (1a), (1), (1c

® Laporan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2008: Komisi Pemilihan
Umum Kota Padang: Padang.



Menangnya partai politik dan kalahnya calon permegan pada pemilukada di Kota
Padang terjadi karena pengaruh partai dalam mengusalonnya. Dengan jaringan struktur
partai yang ada hingga tingkat bawah calon kepatath yang diusung oleh partai politik
lebih dimudahkan dalam memobilisasi massa pendukiiitpk hanya itu, hal lain yang
menyebabkan kecilnya kemungkinan bagi calon kedakrah perseorangan untuk dipilih
adalah kuatnya posishcumbent yang juga kembali mencalonkan diri dalam pemilakad
Sebagaimana hasil penelitian Lingkaan Survei Insiengang mengatakan bahwa kepala
daerah yang memerintahingumbent) masih memiliki peluang lebih besar dalam
memenangkan pemilihan kepala daerah. Dimana dkgsnaan pemilihan kepala daerah
hingga Desember 2006, sebanyak 62,2% kepala dasraimbent berhasil menantf. Hal
tersebut dengan sendirinya tentu juga akan memppis@eeluang bagi calon perseorangan
untuk menang dalam persaingan pemilukada. Sebagaijunga dikatakan oleh salah seorang
calon kepala daerah perseorangan yang pernah @adgugemilukada di Kota Padang bahwa
kekalahannya tidak hanya karena bersaing dengdai ganlitik, namun faktor yang juga
sangat berpengaruh adalah karena besarnya domdaeisiincumbent yang kembali
mencalonkan diri sebagai calon kepala da&rah

Keempat, apabila calon kepala daerah perseorangan tergapun terpilih, hal ini
juga akan mendatangkan dilema tersendiri bagi c@lerseorangan yang bersangkutan.
Sebab jika seandainya calon perseorangan tersebhadil terpilih menjadi kepala daerah,
maka kemungkinan ia akan mengalami kesulitan dgdeoses konsolidasi antara eksekutif
dan legislatif. Sebagaimana menurut Catur Wido hiayang menyebutkan bahwa salah satu
implikasi yuridis dengan adanya calon perseorangarg terpilih dalam pemilihan umum

kepala daerah terhadap penyelenggaraan pemerirgarahd ialah mengenai hubungan

19| ingkaran Survei Indonesitncumbent dan Pilkada (Jakarta:2007).

1 Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ketika synawal dengan salah satu calon kepala daerah
perseorangan Yyaitu bapak Mudrika yang maju pabkada Kota Padang tahun 2008 yang dilakukan pada
tanggal 21 November 2010.



eksekutif (kepala daerah perseorangan) denganlaggi$DPRD). Catur Wido Haruni
mengatakan jika calon perseorangan sampai terpiliénjadi kepala daerah, calon
perseorangan yang tidak didukung oleh partai pohlttan kesulitan berhadapan dengan
DPRD yang dihuni oleh orang-orang partai. Sedanddamjakan yang diambil pasti harus
mendapat pertimbangan dari DPKD.

Pada pemilukada tahun 2010 di Sumatera Barat jag@&li muncul beberapa orang
yang berusaha maju melalui jalur perseorangan, irkamunculannya tersebar di beberapa
kabupaten diantaranya: dua pasang bakal calon loligéden Padang Pariaman, dua pasang
bakal calon di Kabupaten Lima Puluh Kota, satu pgdaakal calon di Kabupaten Solok
Selatan, dua pasang bakal calon di Kabupaten Paddarat, dan satu pasang bakal calon di
Kota Solok (Terlampir). Dari beberapa calon terséianya tiga pasang calon yang berhasil
lolos verifikasi yakni dua pasang calon di Kabupdtena Puluh Kota dan satu pasang calon
di Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan pasangan dalb Kabupaten Padang Pariaman,
Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Solok tidak heérludgs dalam proses verifikasi
(Terlampir).

Ketiga pasang calon yang berhasil lolos verifikaslanjutnya bersaing untuk
memperebutkan suara dari masyarakat dalam pemadutiachasing-masing daerah. Adapun
perolehan suara yang didapat oleh pasangan catsagoangan tersebut hanya sedikit jika
dibandingkan dengan jumlah suara pasangan calog yi#umsung oleh partai politik.

Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

12 Catur Wido Haruni membahas lebih jauh hubungaelekf (kepala daerah dari calon perseorangan)ateng
DPRD dimana ia mengatakan bahwa Calon kepala daknatcalon perseorangan bakal mendapat resistensi
kuat dari DPRD sehingga diperlukan banyak akomodiasi kompromi politik. Dengan demikian calon
perseorangan tidak sepenuhnya menjactean governance dalam kultur pemerintahan. Catur Wido Haruni.”
Kajian Kritis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi SN@PU-V/2007 tentang Calon Independen dalam
Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung terhadapeleggaraan Pemerintah Daerah.” (Naskah Hasil
Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyitang, 2008), hal. 23.



Table1.1 Rekapitulasi Perolehan Suara Calon PerseorangknReEmilukada Tahun 2010
Kabupaten Lima Puluh Kota

No Nama Pasangan Calon Parpol Pengusung Jumlah Suare Prosentase

1 Endrijon Dt Rajo Junjungan Perseorangan 13317 8.76%
Usni Adri AK Adam Nan Bagadiarig

2 Ekos Albar Koalisi (PAN, PKB, 16161 10.63%
Adib Mastur Pariot, PPI, PDK, PNBKI)

3 Irvendi Arbi P. Demokrat 43471 28.59%
Zadry Hamzah Dt Musaid

4 Eka Kurniawan Sago Indra Perseorangan 9702 6.38%
Arfi Bastian Kamil

5 Riva Yendi PPP, Gerindra 23912 15.73%
Safri Y

6 Zahirman Zabir Koalisi (PDI-P, PBB, PKE 8253 5.43%
H. Novyan Burano P. Hanura)

7 Alis Marajo P. Golkar 37243 24.49%
Asyirwan Yunus
Jumlah 152059 1OO.OOQGSmeer

KPU Sumatera Barat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kabupdténa Puluh Kota terdapat 2
pasang calon kepala daerah perseorangan yaknidgaasealon Endrijon Dt Rajo Junjungan
dan Usni Adri AK Adam Nan Bagadiang serta pasangdon Eka Kurniawan Sago Indra
dan Arfi Bastian Kamil. Masing-masing calon mendkpa jumlah suara yang sedikit jika
dibandingkan dengan jumlah suara yang diperolehaippolitik yakni 8.76% dan 6.38%.
Dari tabel di atas memang terdapat satu pasand@am yang diusung oleh partai politik yang
berhasil dikalahkan yakni pasangan Zahirman Zadir Movyan Burano yang diusung oleh
partai koalisi (PDIP, PBB, PKB dan P. Hanura) dengarolehan suara 5.43%. Namun
walaupun demikian, hal tersebut bukan berarti cglerseorangan berhasil mengalahkan
suara dari calon yang diusung oleh partai polidlarena seperti yang terlihat dari tabel
bahwa jumlah perolehan suara dari kedua pasand@am parseorangan juga dikalahkan oleh
jumlah perolehan suara dari empat pasangan calog gaisung oleh partai politik yaitu:
pasangan calomcumbent, yakni wakil bupati periode 2005-2010 Kabupaten d.ifuluh

Kota Irfendi Arbi yang berpasangan dengan Zadry Heimyang diusung oleh Partai



Demokrat dengan perolehan suara tertinggi yaknb@®8. Pasangan Alis Marajo dan
Asyirwan Yunus yang diusung oleh Partai Golkar @engerolehan suara 24.49%. Pasangan
Rifa Yendi dan Safri Y yang diusung oleh partai lissa(PPP dan P. Gerindra) yang
memperoleh suara 15.73% serta pasangan Ekos AdiaAdib Mastur yang diusung oleh
partai koalisi (PAN, PKPB, Patriot, PPI, PDK, PNBKlengan perolehan suara 10.63%.

Hal serupa juga dialami oleh calon perseorangdfatiupaten Solok Selatan, dimana
pasangan calon perseorangan hanya memperoleh gaaga sedikit jika dibandingkan
dengan jumlah suara yang diperoleh oleh partaitipadiebagaimana terlihat pada tabel
berikut:

Table 1.2 Rekapitulasi Perolehan Suara Calon PerseorangknReEmilukada Tahun 2010
Kabupaten Solok Selatan

No Nama Pasangan Calon Parpol Pengusung Jumlah Suara Prosentase
1 Syafrizal. J Koalisi (PKB, PPP, 1429¢ 19.89%
Muhammad Tulus PPI, PDK)
2 Muzni Zakaria Koalisi (PAN, P. Hanura, 25111 34.94%
Abdul Rahman PDI-P)
3 Khairunas P. Golkar 18987 26.42%
Yuli Sastra John
4 Armen Mukhtar Koalisi (P. Demokrat, 1606 2.23%
Etna Estelita PKPB, PPRN, PDP, PBIR,
Pakar Pangan, PPIB,
P. Republikan,
P. Kedaulatan, PPPI)
5 Nufirmanwansyah Koalisi (PKS, PMB) 1010& 14.06%0

Bustami Narda

6 EpiMarsal Perseorangan 17552 2.45%
Werhanudin
Jumlah 7186¢ 100.009%6

Sumber: KPU Sumatera Barat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di KabupaBmiok Selatan terdapat satu
pasang calon kepala daerah perseorangan yaknigassaalon Epi Marsal dan Werhanudin
dengan perolehan suara sebanyak 2.45%. Sama hdbéngan calon perseorangan di
Kabupaten Lima Puluh Kota, pasangan calon persgamadi Kabupaten Solok Selatan juga

berhasil mengalahkan perolehan satu pasang caluy giasung oleh partai politik yakni



pasangan calon Armen Mukhtar dan Etna Estelita yadingung oleh partai koalisi (P.
Demokrat, PKPB, PPRN, PDP, PBR, Pakar Pangan, FRIRepublikan, P. Kedaulatan,
PPPI) dengan perolehan suara 2.23%. Pasangan patsaorangan juga dikalahkan oleh
empat pasangan calon yang diusung oleh partaikpghkni pasangan Muzni Zakaria dan
Abdul Rahman yang diusung oleh partai koalisi (PAN, Hanura, dan PDI-P) dengan
perolehan suara tertinggi 34.94%, pasangan Khardaa Yuli Sastra John yang diusung
oleh Partai Golkar dengan perolehan suara 26.42%angan caloimcumbent yakni bupati
Kabupaten Solok Selatan periode 2005-2010 Syafyemad) dipasangkan dengan Muhammad
Tulus yang diusung oleh partai koalisi (PKB, PPPDPdan PDK) dengan perolehan suara
19,89% serta pasangan calon yang juga merupgakambent yakni wakil bupati Kabupaten
Solok Selatan periode 2005-2010 Nufirmanwansyahg ydipasangkan dengan Bustami
Narda yang diusung oleh partai koalisi (PKS ditBlPdengan perolehan suara 14,06%.

Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut daketiaui bahwa ternyata menjadi
pasangan calon kepala daerah perseorangan memangaken hal yang tidak mudah.
Namun walaupun demikian, calon perseorangan tedag kehilangan peminatnya. Hal ini
menjadi suatu pertanyaan besar bahwa mengapakdik pnasih mencalonkan diri sebagai
calon perseorangan.

Peneliti berasumsi bahwa munculnya calon persearadglam pemilukada karena
calon kepala daerah tersebut kesulitan mendapatkdongan dari partai politik atau
gabungan partai politik. Hal tersebut terjadi karelalam undang-undang tidak dibatasi siapa
saja yang boleh maju menjadi calon perseorangamkdaanggota DPR, DPD, dan DPRD
yang merupakan orang-orang partaipun diperbolehkemuk maju menjadi calon
perseorangan. Sebagaimana tercantum dalam UndateayrNo 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun t20@dng Pemerintahan Daerah

pasal 59 ayat 5a poin g dan h yang berbunyi:



f. Qurat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang
bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;

g. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang
mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Dari undang-undang tersebut dapat diketahui bahwgipan DPRD dan anggota
DPR, DPD dan DPRD diperbolehkan untuk maju dengamas sebagaimana disebutkan
dalam ayat di atas. Hal tersebut artinya secarak tldngsung undang-undang memberi
peluang bagi kader-kader partai yang tidak men#apatiukungan dari partai politiknya
untuk tetap maju dengan cara memanfaatkan kesempets menjadi calon kepala daerah
melalui jalur perseorangan. Berdasarkan latar belgkdi atas maka peneliti tertarik
menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangiminculan calon kepala daerah
perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerahil(d@da) Kabupaten Lima Puluh
Kota tahun 2010.

Adapun lokasi yang akan menjadi objek penelitiaalat Kabupaten Lima Puluh
Kota. Alasan terhadap pengambilan daerah karen#ahdtepada kuantitas dari calon
perseorangan yang muncul pada pemilukada tahun, 20t@na Kabupaten Lima Puluh
Kota memiliki dua pasang calon perseorangan. Lainyla dengan Kabupaten Solok Selatan
yang hanya terdapat satu pasang calon kepala dperséorangan. Melihat pada fenomena
ini peneliti berasumsi bahwa minat menjadi calorsg@erangan di Kabupaten Lima Puluh
Kota cukup tinggi.

Selain itu untuk maju menjadi calon kepala dagmatseorangan di Kabupaten Lima
Puluh Kota lebih sulit jika dibandingkan di KabugatSolok Selatan. Untuk maju dan lolos
verifikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota bakal calmerus mengumpulkan minimal 16.810
surat dukungan, sedangkan di Kabupaten Solok &elamya mengumpulkan minimal
10.576 surat dukungan (Terlampir). Tidak hanya persaingan di Kabupaten Lima Puluh
Kota juga lebih berat karena di Kabupaten Lima RWota terdapatncumbent yang juga

mencalonkan diri yakni wakil kepala daerah Kabupatiena Puluh Kota periode 2005-2010.



Incumbent tersebut juga didukung oleh partai yang cukup raemdasi saat ini yakni Partai
Demokrat. Sedangkan di Kabupaten Solok Selatan pegdapatincumbent yang juga
mencalonkan diri.Incumbent tersebut adalah kepala daerah dan wakil kepalaallae
Kabupaten Solok Selatan periode 2005-2010. Kedcambent di daerah Kabupaten Solok
Selatan sama-sama mencalonkan diri menjadi kepali@kd sehingga mereka maju tidak lagi
sebagai pasangan calon. Menurut peneliti, hal hatdeerarti bahwa posisncumbent tidak
terlalu kuat karena mereka mencalonkan diri sedarpisah. Hal ini juga menjadi

pertimbangan peneliti di dalam memilih lokasi péreai.

B. Perumusan Masalah

Sejak munculnya Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 midthukalah peluang bagi
calon perseorangan untuk ikut ke dalam persaingamilipan umum kepala daerah. Putusan
MK tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang NoraBun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tgfamerintahan Daerah.

Meskipun telah dibuka kesempatan bagi calon pessgan untuk maju, namun pada
prakteknya menjadi calon kepala daerah perseorabgkanlah hal yang mudah. Banyak
rintangan yang akan dilalui seperti: Sulitnya merojgh dukungan dari masyarakat,
beratnya sanksi yang harus diterima, kecilnya keykiman untuk dipilih masyarakat, serta
kemungkinan sulitnya melakukan proses konsolidasiesap kekuatan politik ketika
menjalankan roda pemerintahan jika kelak terp#ibagyai kepala daerah.

Rintangan tersebut tidak menyurutkan para elittigolintuk maju sebagai calon
kepala daerah perseorangan. Hal tersebut terbekigash munculnya tiga pasang calon
kepala daerah perseorangan di Sumatera Barat yahgdi lolos verifikasi. Ketiga pasang
calon tersebut tersebar di dua kabupaten, yaknipdsang calon di Kabupaten Lima Puluh

Kota dan satu pasang calon di Kabupaten Solok&elat



Asumsi peneliti bahwa majunya kepala daerah pemsgan dalam pemilukada
karena calon kepala daerah tersebut kesulitan rpatidan dukungan dari partai politik atau
gabungan partai politik sehingga mereka berusahacanealternatif yakni maju menjadi
calon perseorangan. Penelitian ini akan dilakukaKabupaten Lima Puluh Kota karena
disana terdapat dua orang calon kepala daerahopanggn, dengan terdapatnya dua pasang
calon kepala daerah perseorangan peneliti berastmalwa minat dari para calon
perseorangan di Kabupaten Lima Puluh Kota cukuggtinSelain itu untuk maju menjadi
calon kepala daerah perseorangan di Kabupaten BHolah Kota juga lebih sulit jika
dibandingkan di Kabupaten Solok Selatan.

Oleh sebab itu maka peneliti ingin memfokuskan [pegue ini di Kabupaten Lima
Puluh Kota dengan melihat kepada:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi calon persegganmencalonkan diri pada
pemilukada di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 20107?

2. Bagaimana pengalaman dan hambatan-hambatan yaadagdiholeh calon kepala
daerah perseorangan di Kabupaten Lima Puluh Kbtanta0107?

C. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuneshitpen ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yangempengaruhi calon
perseorangan mencalonkan diri pada pemilukada tupaen Lima Puluh Kota
tahun 2010;

2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengalaman danbdtamhambatan yang
dihadapi oleh calon kepala daerah perseorangamlglipaten Lima Puluh Kota tahun
2010.

D. Signifikansi Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapanhbesgkan pengetahuan dan



menjadi referensi tambahan bagi para peneliti y@ng akan meneliti permasalahan yang

sama.



A.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian di atas adapun kesimpulannya adalah

1.

Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya rakepala daerah perseorangan
adalahpertama adanya keinginan untuk menjadi kepala daekadaua, tidak memiliki
kendaraan partai untuk majkietiga, menjadi calon kepala daerah melalui partai politi
biayanya tinggi sementara maju melalui perseoramglih murah Keempat, tingginya
biaya dalam partai politik dirasakan kurang sesleaigan dukungan yang diberikan oleh
partai politik. Kelima, adanya peluang undang-undakgenam, dengan menjadi calon
perseorangan elit politik terhindar dari keterikataanyak kepentingan. Daerakhir,
didukung oleh organisasi selain partai politik.

Kesempatan menjadi calon kepala daerah perseordigknhanya dimanfaatkan oleh
calon yang bukan dari partai politik, namun kesdmpanenjadi calon perseorangan juga
dimanfaatkan oleh kader partai yang tidak mendapakendaraan partai politik dalam
pemilukada. Dalam hal ini jalur perseorangan dijadisebagai alternatif terakhir untuk
maju sebagai kepala daerah.

Berdasarkan pertimbangan dari komponen kepercajaakomponen kesempatan yang
disampaikan oleh Willam H Riker, maka dapat di@isl bahwa dipilihnya jalur
perseorangan merupakan suatu pilihan yang rasi@m dilakukan oleh calon kepala

daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka pemeéiniliki beberapa saran untuk itu,

adapun saran tersebut adalah:



1. Dengan munculnya calon perseorangan, hal tersedpdatdnenjadshock terapy bagi
partai politik, dimana partai politik tidak bolehemyimpang dari fungsi yang seharusnya
karena telah ada alternatif lain yang dapat merntdgampartai politik dalam mengusung
kepala daerah yaitu menjadi calon perseorangamggghsegeralah membenahi diri dan
tata sistem dalam partai.

2. Masyarakat harusnya diberi pendidikan politik agapat membedakan antara calon
perseorangan dengan calon dari partai politik.i®dia masyarakat juga harus lebih jeli
memilih kepala daerah yang mampu memperjuangkaraasp

3. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang perddiatkan, peneliti juga memiliki
saran lanjutan kepada pembaca khususnya yang lardalam mendalami ilmu politik
terutama tentang calon perseorangan untuk mengkgaimana persepsi masyarakat

tentang calon perseorangan.
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